WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOE 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk melaksanskan ketentuan Pasal 2 Peraturan

Menteri Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Kupang;

3:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Humni' 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5673);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan. Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang

= Pedoman Pembentulkan Unit Pelalkkaana Telmis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang
Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota
Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambghan Lembaran
Naerah Kota Kupang Nomor 274;

6, Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi BSerta Tata Kerja Dinas Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang
(Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 559);

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG,



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan :

&
2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

Walikota adalah Walikota Kupang. |

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Kupang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Kupang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnva disebut UPTD adalah Unsur
pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak Kota
Kupang.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD
PPA adalah UPTD yang dibentuk dalam memberikan layanan bagi
perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

. Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan yang berisi fungsi dan

rugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu,

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD PPA Kelas A.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD

vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huraf b
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UFTD FPA.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA,

(5) Bagan Susunan Struktur tercanium dalam Lampiran yang merupakan
hagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

= BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) UPTD PPA dipimpin oleh secrang kepala yvang berkedudukan dan berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

Pagal 5

UPTD PPA mempunyvai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di
wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak vang
mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan

masalah lamnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA
mempunyai fungsi layanan:

a. pengaduan masyarakat;

b. penjangkauan korban;

¢. pengelolaan kasus;

d. penampungan sementara;

mediasi;

o I

pendampingan korban; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

i\~



Pasal 7

(1} Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan
mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layvanan perlindungan bagi
perempuan dan anak vang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Kepala UTED PPA menyelenggarakan fungsi :

a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan
layanan di UPTD PPA;

b. menyusun pragram kerja UPTD bPA;

¢. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

d. mengevaluasi hasil kerja UFTD PPA;

e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan
UPTD PPA; dan

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyvai tugas membantu Kepala UPTD PPA
dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi, penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup UPTD PPA.

(2) Dalam menyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Sub
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPA ;

b. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dan pencatatan data
korban di lingkungan UPTD FPA;

c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan
pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD PPA; dan

d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

UPTD PPA.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) Kelompolk Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian

dan kebutuhan.
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yvang terdapat dalam berbagai
kelompok sesuail dengan bidang keahliannya.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayart (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam hngkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan pemerintahan daerah serta dengan institusi

lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAE VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat pada dinas yang ada
tetap melaksanakan tugas-tuges sesuai tugas pokok dan fungsinya vang ada
sampail dengan ditetapkan pejabat baru definitif berdasarkan ketentuan vang
berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Juli EDEEIﬁ
FWALIE{ A KUPANG,

[AJEFIR ON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Juli 2022

_L&SEKEETARIS DAERAH KOTA KUPANG ,}\

F‘AHiii‘f IiESTLLEY FUNAY

- e

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 605



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL » 7 Juli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

FELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN FEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG,

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN AMAR
FADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KUPANG

KEPALA UPTD

SUB BAGIAN
TATA USAHA

| KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

f-w ALIKOT
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